
 

WALI KOTA DEPOK 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK 

NOMOR 3  TAHUN 2018 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN KOTA HIJAU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA DEPOK, 

Menimbang : a.  bahwa lingkungan hidup yang sehat merupakan 

salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap 

manusia, maka perlu dijaga kualitasnya;  

  b.  bahwa dengan adanya ancaman perubahan iklim dan 

pemanasan global di perkotaan yang memungkinkan 

adanya bencana serta pertumbuhan dan 

perkembangan Kota Depok dalam berbagai sektor 

yang juga disertai dengan meningkatnya jumlah 

penduduk yang menimbulkan kemungkinan 

munculnya kawasan kumuh telah membawa dampak 

pada perubahan struktur kota dan penurunan 

kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya 

untuk meningkatkan dan menjaga kualitas 

lingkungan di Daerah; 

  c.  bahwa untuk memberikan arah, landasan dan 

kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat 

dalam peningkatan kualitas lingkungan, maka 

diperlukan pengaturan tentang tatanan 

penyelenggaraan kota hijau; 

    

    

SALINAN 
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  d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Penyelenggaraan Kota Hijau;  

Mengingat 

 

: 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 

Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia                

Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3046); 

  3.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok 

dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3858); 

  4.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

  5.  Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4444); 

  6.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

  7.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang 

Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia                

Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4746); 
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  8.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

  9.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 

  10.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3699); 

  11.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia               

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063); 

  12.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          

Nomor 3469); 

  13.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
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  14.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3853); 

  15.  Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4153); 

  16.  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4833); 

  17.  Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5103); 

  18.  Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2013 

tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok 

Tahun 2013 Nomor 03); 

  19.  Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok 

Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok 

Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Depok Nomor 93); 

  20.  Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok 

Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Depok Nomor 93); 
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  Dengan Persetujuan Bersama 

  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK 

  dan 

  WALI KOTA DEPOK 

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 

KOTA HIJAU. 

   

  BAB I 

  KETENTUAN UMUM 

  Bagian Kesatu 

  Pengertian 

  Pasal 1 

  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  

  1.  Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok. 

  2.  Wali Kota adalah Wali Kota Depok. 

  3.  Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

  4.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 

daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

  5.  Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua 

benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk 

manusia dan perilakunya yang mempengaruhi 

kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk hidup lainnya. 

  6.  Kota Hijau adalah konsep pembangunan kota 

berkelanjutan dan ramah lingkungan yang dicapai 

dengan strategi pembangunan seimbang antara 

pertumbuhan ekonomi, kehidupan sosial dan 

perlindungan lingkungan.  


